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MOTTO 

 

 

Today will be yesterday 

Someday, it will be a memory 

Even the day I worried and cried 

Every moment is a precious memory 

 

It's ok to make mistake, sometimes 

Because this time, this pain will pass in the end 

Even if things are hard 

Everything’s gonna be ok 

 

It's the chances we take 

The choice we make 

So I wanna let it all go with a smile 

Because every end is a new begining 
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ABSTRAK 

 

 

PT Tbk merupakan PT yang sahamnya dapat dimiliki oleh publik 

atau masyarakat. Dengan menjadi pemegang saham publik, masyarakat 

akan turut mendapatkan pembagian keuntungan. Meskipun hanya 

minoritas, masyarakat akan merasa turut menjadi bagian dari PT. Maka, 

sebuah PT yang sahamnya dimiliki oleh publik, tidak boleh bertindak 

gegabah ketika mengambil suatu keputusan. Apalagi yang berkaitan dengan 

divestasi, dimana sebelum melakukannya diperlukan persetujaun RUPS. 

Faktanya ada saja PT yang masih tidak mengikuti norma yang telah 

ditetapkan pemerintah. 

Permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah 

bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik terkait 

divestasi yang dilakukan Perseroan berdasarkan UUPT, dan kapan saham 

dalam Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya. Metode 

penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini 

didasarkan pada penelusuran studi pustaka atas seperangkat norma yang 

telah ada, khususnya UUPT dan UU Pasar Modal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 

pemegang saham publik terkait dengan divestasi yang dilakukan Perseroan 

termuat dalam Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, yang menentukan bahwa 

ketika Perseroan hendak melakukan divestasi, wajib meminta persetujuan 

RUPS. Saham dapat dikatakan beralih kepemilikannya ketika mendapat 

persetujuan dari RUPS. Pada PT Terbuka yang jumlah pemegang sahamnya 

banyak, RUPS dapat dilakukan menggunakan media elektronik. Namun, 

UUPT belum mengatur khusus hak-hak yang dapat diterima oleh pemegang 

saham publik secara terpisah. UUPT juga belum memuat ketentuan lengkap 

mengenai pelaksanaan RUPS melalui media elektronik bagi pemegang 

saham publik yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karenanya kekurangan 

tersebut perlu dianalisa kembali agar pemegang saham publik tidak menjadi 

pihak yang kehilangan hak-haknya dan menjadi rugi. 

 

Kata kunci : Pemegang Saham Publik, RUPS, Divestasi 
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ABSTRACT 

 

 

PT Tbk is a PT whose shares can be owned by the public or the 

public. By becoming a public shareholder, the community will also get a 

share of profits. Even though they are only a minority, the community will 

feel they are part of PT. Thus, a PTwhose shares are owned by the public 

must not act rashly when making a decision. Especially with regard to 

divestment, where prior approval from the GMS is required. The fact is that 

there are some PTs that still do not follow the norms set by the government.  

The problem that will be analyzed in this research is how the legal 

protection for public shareholders related to the divestment carried out by 

the company based on the Company Law, and when the shares in the 

company can be said to change ownership. The research method used is 

normative juridical, meaning that this research is based on a literature 

review of a set of existing norms, particularly the Company Law and the 

Capital Market Law. 

The results of the study indicate that legal protection for public 

shareholders related to divestment by the company is contained in Article 

102 paragraph 1 letter a of the Company Law, which stipulates that when 

the company wishes to divest, it must seek approval from the GMS. Shares 

can be said to change ownership when they get approval from the GMS. In 

a public company with a large number of shareholders, the GMS can be 

held using electronic media. However, the Company Law has not 

specifically regulated the rights that can be received by public shareholders 

separately. The Company Law also does not contain complete provisions 

regarding the implementation of the GMS through electronic media for the 

large number of public shareholders. Therefore, these deficiencies need to 

be re-analyzed so that public shareholders do not become parties who lose 

their rights and become a loss. 

 

Keywords : Public Shareholder, GMS, Divestment 
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RINGKASAN 

 

Sebagai negara berkembang dan negara hukum di era globalisasi seperti saat 

ini, Indonesia sedang mengalami pertumbuhan serta pembangunan dalam bidang 

perekonomian. Salah satu pelaku ekonomi yang sering ditemui dalam skala kecil 

hingga skala besar adalah PT. Dewasa ini, PT merupakan salah satu pilar utama 

dalam perekonomian. 

Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai PT yaitu terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

(UUPT). Salah satu jenis PT adalah PT Terbuka atau dikenal dengan PT Tbk. Sesuai 

dengan namanya, PT Tbk, juga terbuka untuk publik. Artinya publik atau 

masyarakat dapat menjadi pemegang saham di dalamnya. 

Sebuah PT yang sahamnya juga dimiliki oleh publik, tidak boleh bertindak 

‘gegabah’ ketika hendak mengambil suatu keputusan. Apalagi pengambilan 

keputusan yang berkaitan dalam hal divestasi atau pengalihan aset. Faktanya dalam 

praktik, ada beberapa PT yang masih saja ‘nakal’ dan gegabah’ ketika hendak 

melakukan divestasi. 

Penelitian ini mengangkat contoh pelanggaran terhadap kegiatan divestasi 

saham pada PT Tbk yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terhadap 

seorang pemegang saham publik bernama DEDDY HARTAWAN JAMIN. Pokok 

perkara dalam sengketa ini termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 

K/TUN/2012. Kasus ini bermula ketika PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk melakukan 
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kegiatan divestasi dengan urutan yang keliru. Belum meminta persetujuan RUPS, 

PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk sudah membuat AJB Saham. 

Hal ini tentu saja merugikan penggugat selaku pemegang saham publik. 

Meskipun hanya minoritas dan tidak menanamkan sahamnya dalam jumlah besar, 

penggugat beserta pemegang saham publik lainnya juga berhak menyampaikan 

pendapat dalam RUPS, serta mendapatkan update mengenai rencana kegiatan yang 

akan dilakukan Perseroan secara jelas. 

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap 

pemegang saham publik apabila Perseroan tempatnya memiliki saham melakukan 

kegiatan divestasi tanpa sebelumnya meminta persetujuan RUPS, bagaimana  

pertanggungjawaban Perseroan mengenai hal tersebut, dan kapan saham dalam 

suatu Perseroan dapat dikatakan beralih kepemilikannya, serta bagaimana upaya 

hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham publik. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap 

pemegang saham publik terkait dengan divestasi yang dilakukan perseroan termuat 

dalam Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, yaitu “Direksi wajib meminta persetujuan 

RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan”. Pasal ini menentukan bahwa 

ketika perseroan hendak melakukan divestasi, sebelumnya perseroan wajib 

meminta persetujuan RUPS. 

Sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan serta tata kelola dalam 

perseroan termasuk dalam hal divestasi ada pada Direksi. Hal ini berpedopan pada 

ketentuan dalam pasal Pasal 97 UUPT. Pada PT Tbk, dimana direksi terdiri lebih 

dari 1 (satu) orang, maka tanggung jawabnya menjadi  tanggung renteng. Mengenai 
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kapan saham dapat dikatakan beralih kepemilikannya, yaitu pada saat telah 

mendapat persetujuan dari RUPS. Pada PT Tbk yang jumlah pemegang sahamnya 

banyak, RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. 

Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham publik 

termuat dalam Pasal 61 UUPT, yang pada intinya menyatakan “setiap pemegang 

saham berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan Perseroan apabila dirugikan karena tindakan 

Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar”.  

Ketika hendak mengajukan gugatan, hendaknya pemengang saham publik 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan pakar hukum yang kompeten, yang paham 

betul kepada siapa gugatan dapat diajukan dan dimana gugatan dapat diajukan. Hal 

ini untuk menghindari gugatan diajukan pada pengadilan yang tidak berwenang. 

Karena jika hal tersebut terjadi, pemegang saham publik akan sulit untuk 

mendapatkan hak-haknya. 
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